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ABSTRAK

Judul Skripsi : Peranan Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem 
Peradilan Pidana 
NICHOLAS TIDAR PUTRA 
02053100050 
Bantuan Hukum

Setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di hadapan hukum 
sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 UUD 1945 juga 
menegaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi yang dimiliki setiap warga 
negara. Setiap orang yang disangka dan ditahan berhak memperoleh, menghubungi 
dan meminta bantuan hukum. Aparat penegak hukum wajib memberitahukan kepada 
tersangka sebelum dimulainya penyidikan akan haknya sesuai hukum yang berlaku, 
khususnya hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat 
pemeriksaan. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata seringkah kita dengar polisi 
menangkap dan menahan orang sesukanya dan tersangka diperiksa tanpa didampingi 
oleh penasihat hukum yang seharusnya menjadi haknya. Bagaimana akibat hukum 
bagi tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum khususnya pada tahap 
penyidikan dan bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum 
oleh advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang 
tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut.

Melalui penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian analisis kualitatif 
yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas berbagai peraturan 
hukum yang berlaku serta teori-tori pendapat ahli atau saijana yang terdapat dalam 
bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan penulis sebagai acuan untuk 
menarik kesimpulan secara deduktif. Tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat 
hukum khususnya dalam tahap penyidikan, maka akibat hukum terhadap Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) tersangka menjadi cacat hukum atau tidak sah, dan BAP 
tersangka yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah batal demi hukum karena tidak 
memenuhi syarat formil dalam proses penegakkan hukum pidana dalam Pasal 56 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 
telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma. Jika advokat tidak melakukan kewajibannya tersebut 
maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut

Nama
Nim
Kata Kunci
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup 

teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dimilikinya sejak lahir dan 

selalu berkembang dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur 

oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena 

itu, maka manusia sebagai mahluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, 

memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai 

perbedaan pendapat dan perselisihan paham mengenai keteraturan tersebut Patokan- 

patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas,

secara

yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan

suatu harapan. Maka, untuk mencapai keteraturan itu negara harus memberikan 

perlindungan hak asasi manusia kepada setiap individu tanpa harus melihat dan 

membedakan latar belakang dari individu tersebut.

Pengertian Hak Asasi Manusia ialah: Hak yang pada hakikatnya dimiliki oleh 

setiap manusia sejak lahir yang melekat dan paling mendasar di dalam diri 

Pada dasarnya hak asasi manusia merupakan fitrah Tuhan kepada umatnya yang

manusia.

membedakan manusia dari mahluk lainnya. Karena pelanggaran HAM seringkah

teijadi di Indonesia, maka banyak pula tekanan baik dari dalam

1
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agar adanya perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.1 oleh karena itulah sudah 

sepantasnya kalau hak asasi manusia ini mendapat perlindungan dan pengakuan 

dalam segala aspek kehidupan bernegara.

Untuk melindungi hak asasi manusia inilah perlu adanya hukum, hukum 

sebagai penyanggah untuk tegaknya perlindungan dan pengakuan terhadap hak 

manusia dan hukum juga sebagai syarat yang harus ada di dalam suatu negara, karena 

hukum merupakan sarana untuk melindungi kepentingan yang ada dalam negara.

Adapun kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum adalah:2

1. Kepentingan Individual (.Individualbelangen).

2. Kepentingan Masyarakat (Mantschappelijkebelangen).

3. Kepentingan Negara (Staatsbelangen).

Kepentingan-kepentingan ini di dalam ilmu hukum disebut kepentingan hukum yang 

dapat dikelompokan menjadi kepentingan keperdataan yang diatur oleh hukum 

perdata dan kepentingan umum yang diatur oleh hukum publik.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berfungsi untuk 

melindungi kepentingan umum. Hukum pidana dapat digolongkan menjadi 2 bagian, 

yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil adalah: sejumlah peraturan yang mengandung 

cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman, yaitu berupa 

KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana).

asasi

cara-

R Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006, hlm 3.

2 S Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, hlm 79.
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Hukum pidana formil adalah: mengatur tentang aturan dan tata cara dalam 

melaksanakan hukum pidana materiil, yaitu berupa KUHAP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana).

Sebelum berlakunya KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) peraturan yang menjadi 

dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana digunakan HIR (Herziene Inlandsch 

Reglement), namun ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam HIR sebagai produk 

legislatif pada zaman Belanda belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap 

harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh negara 

hukum sebagai contoh mengenai kedudukan tersangka dan bantuan hukum dalam 

pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang merupakan salah satu hak yang paling 

fundamental dari tersangka atau terdakwa yang tidak diatur dalam HIR. Ditinjau dari 

sudut pemeriksaan perkara pidana terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pemeriksaan 

pendahuluan dan tahap pemeriksaan di muka persidangan pengadilan. Pemeriksaan 

pendahuluan terdiri dari penyidikan dan penuntutan, penyidikan dilaksanakan oleh 

penyidik sedangkan penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum.

Sesuai KUHAP, polisi merupakan ujung tombak dan pihak yang paling 

bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan 

penahanan atau pemeriksaan pendahuluan, sehingga menjadi suatu berkas perkara 

yang lengkap. Oleh karena itu, polisi pun dituntut harus menguasai dan memahami isi 

dan makna dari KUHAP itu sendiri agar apa yang ingin dicapai oleh undang-undang 

benar-benar terlaksana sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia.

i
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Namun, dalam pelaksanaannya ternyata pemahaman KUHAP oleh polisi 

belum begitu memuaskan. Seringkah kita dengar polisi menangkap dan menahan 

orang sesukanya dan bagaimana tersangka diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat 

hukum yang menjadi haknya. Yang lebih menyedihkan lagi penasihat hukum 

dilarang atau dibatasi haknya untuk memberikan bantuan hukum bagi si tersangka. 

Hal ini mungkin dikarenakan polisi ingin cepat menyelesaikan suatu perkara tanpa 

mengindahkan aturan hukum yang berlaku.3

Konsekuensi dari adanya hal tersebut bukankah setiap orang memiliki hak 

untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (equality before the law). 

Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya. ” Dalam Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) 

UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut juga kembali menegaskan adanya 

jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.4

Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat 

prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat). Dalam kaitannya

W awan Tunggul Alam, Hukum Bicara, Kasus-kasus Hukum dalam kehidupan Sehari-hari, 
Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008, hlm 142.

Pasal 28 Huruf D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak 
pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum.” Sedangkan dalam Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa “hak 
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun.”

atas
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dengan hal tersebut suatu negara harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk 

dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam 

bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial) serta tidak dipengaruhi 

oleh kekuasaan lainnya.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dan hak asasi yang harus 

direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 

1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus 

dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem 

negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (supremacy of law) dan adanya 

jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses 

peradilan yang adil (fair trial) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut 

dalam negara hukum.6

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab VII Pasal 37 yang menegaskan:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” Lantas

ketentuan undang-undang di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

B ambang Sugono dan Anes Hartanto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: 
CV Mandar Maju, 2001, hlm 4.

6 Adnan Buyung, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm 108.
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Pasal 54: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam 

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan 

dalam undang-undang.

Pasal 55: Untuk mendapat penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, 

tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 (1): Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 

15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan 

pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat 

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 

menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Pasal 57 (1): Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahan berhak 

menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 114: Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana 

sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan 

kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam 

perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56.7

7 Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm 256.
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Dengan demikian tujuan diberikannya bantuan hukum terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa yaitu:

1. Tujuan kemanusiaan, program bantuan hukum diberikan dalam rangka 

meringankan beban hidup golongan masyrakat yang kurang mampu, sehingga 

mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan 

perlindungan hukum.

2. Tujuan peningkatan kesadaran hukum, program bantuan hukum diharapkan 

dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, 

sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas jelaslah bahwa setiap orang yang disangka 

dan atau ditahan “BERHAK” memperoleh, menghubungi dan meminta bantuan 

hukum. Konsekuensinya bagi seorang tersangka yang ditahan dapat menuntut apa 

saja yang merupakan haknya itu sesuai hukum yang berlaku. Ia (tersangka) yang tak 

mengerti akan haknya, maka aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa 

“WAJIB” memberitahukan kepada tersangka akan haknya, khususnya hak seorang 

tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

8 Ismail Saleh, “Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat 
Yang Kurang Mampu”, dimuat pada majalah Varia Peradilan Nomor 86 Tahun 1992, hlm 134.
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Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis 

untuk mengkaji dan mengetahui Peranan Bantuan Hukum Pada Tahap 

Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, karena Penyidikan merupakan 

pemeriksaan pendahuluan dalam suatu perkara pidana.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan adanya kajian mengenai peranan bantuan hukum pada 

tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana, maka muncul beberapa rumusan

permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat

hukum khususnya pada tahap penyidikan?

2. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat

termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak

melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut?

C. Ruang Lingkup

Dalam upaya mencoba untuk menjelaskan inti dari permasalahan diatas, maka 

penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada akibat hukum bagi tersangka 

apabila tidak didampingi oleh seorang penasihat hukum khususnya pada tahap 

penyidikan dan pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh 

advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak 

melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut.
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengindentifikasi akibat hukum bagi tersangka apabila 

tidak didampingi oleh penasihat hukum khususnya pada tahap penyidikan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan tentang kewajiban pemberian 

bantuan hukum oleh advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal 

adanya advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum

tersebut

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah

wawasan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

bagi aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat dalam hal pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum.

r
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.9

2. Jenis dan Sumber Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

maka data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang

didapat melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.10 Bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta

penelitian dimana peneliti dapat mengamati, atau membaca tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum,11

antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam 

penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 
Jakarta: Radjawali Pers, Cet.Ketiga, 1990, hlm 14.

10 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm 202.

"Ibid
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari 

kalangan hukum yang berupa buku, majalah serta artikel atau makalah ilmiah 

dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus besar bahasa Indonesia, kamus terminologi hukum, ensiklopedia, 

bibliografi dan lain-lain.

3. Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka data 

sekunder tersebut diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan semua bentuk tulisan yang

berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Penyajian Data

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian 

tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan

seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat analisis kualitatif, 

dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas berbagai peraturan

yang
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hukum yang berlaku serta teori-teori pendapat ahli atau saijana yang terdapat didalam 

bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam 

penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif,

yaitu dengan didasarkan pada bahan hukum yang bersifat umum untuk kemudian

dibawa atau dibandingkan dengan bahan hukum yang bersifat khusus, dalam rangka 

mencapai kesimpulan yang diinginkan.12

12 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm111.
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